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PERGARUH SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN

I. Pendahuluan,

Sejak lama masyarakat Indonesia hidup dalam hubungan
yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungannya.
Bagian terbesar penduduk Indonesia nidup di pedesaan, me -
reké akrab dengan lingkungannya dan hidup dengan semangat
kekeluargaan yang besar dalam lingkungan sosial. Sungguh -
pun lingkungan hidup sebagéi suatu sistem belum dikenal,
namun masyarakat Indonesa gudsh menerapkan pola hidup yang
gerasl, selaras dan seimbang dengan pengembangan lingkungan
hidup. |

Pola yang demikian tersebut, dapat ditunjukan antara
lain dari adanya konsep hubungan yang serasi, selaras dan
seimbang antara manusgia dengan sesama manusia, dengan ma -
starakatnya, dengan alam lingkungannya dan dengan Tuhannya,
Selanjutnya konsep tersebut merupakén ciri utame yang ingin
lebih dikeubangkan dalam bentuk kohaep pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya, Ini berarti bahwa cara~- cara pembang-
unnan yang kita laksanakan harus sekaligus me njamin ter -
capainya pembangunan, menuat keharusan pula mambangun ke -
selarasan dan keseimbangan antara manusia, dengan masyara=-
katnya, dengan lingkungannya dan dengan Tuhanaya.

Pada seginya ya ng Lain,'pembangunan dalem dirinya
mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struk-

tur ekonomi, perubahan poia komsumsi, perubahan sumber



alam dan lingkungan nidup, perubahan teknologi, perubahan
nilai atau sistem nilai, |

Perubahan~ peruba han tersebut tentu saja mewaraai
semka segli dari perikehidupan bangsa Indonesia. Salah satu
dart.aegi- segl tersebut adalan kehidupan hukum dari bange
sa Indonesia.

Sebagaimana diketahui ba hwa masalah lingkungan seba-
gal ekosigtem gelalu berada dalan dinamika, sehingga sirat
itu harus tercermin dalam hukum lingkungannya. Hukum ling-
kungan merupakan salah satu lembaga yang menerima pengaruh
tersebut sebagai akibat dari adanya perubahan- perubahan
dan sifatt dinamika ilingkungan, Hukum lingkungan narus se-
laiu sanggup dan mampu wmenampung serta melayani segala pe~
rubahan yang terjaai. Demikianlan kita aapat berbicara
tenvang sirat dinamika hukum lingkungan sebagai pengaruh
sifat dinadikanya lingkungan., Dengan perkataan lain bah-
wa adanya respon hukum lingkungan terhadap perubahan- pe-
rubahan yang terjadl dalam pengelolaanr lingkungan maka
terjadilah perubahan hukug lingkungannya.

II. Permasalahan,

Setelah memba ca dari uraian di atas, maka permasa =
lahan yang ékan dibahas adalah mengenai pengaruh sistem
lingkungan terhadap hukunm lingkungan,'khuausnya dalam
hukum lingkungan di Indonssia.



III. Pembahasan,

Pengelolaan lingkungan diartikan sebagal usaha secara
sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan agar
kebutuhan dasar kita dapat terpenubi dengan sebaik- baiknya.
Karena persebsi tentang kebutuhan dasar-ferutama untiuk ke -
langaungan_hidup manusiawi‘tidak sama untuk semua golongan
magyarakat dan berubah dari wakbtu ke waktu, pengelolaan
lingkungan barus harus bersifat lentur. Dengan kelenturan
itu kita berusaha untuk tidak menutup pilihan{goiongan mna -
syarakat tertentu untuk mendapatkan kebutuban dasarnya atau
menutup secara dini pilihan kita untuk kemudién hari,

Lingkungan sering disebut juga lingkungan hidup, ialah
semua benda yang, daya dan kondisi yang terdapat dalam su -
atu ruang atau tempat dimana kita berada dan yang mempenga-
‘rubi hidup kita. Dengan demikian, mak aiunsur- ungurnya

a, segala sesuatu yang ada termasuk daya dan kondidi;
b, dalam suatu ruang atau tempat ;

¢. dapat mempengaruhi kondisi hidup manusia .

Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang
tebih luas dengan gara yang beraneka pula. Pertama, ialah
pengelolaan limgkungan segara rutuin, Kedua, perencanaan
dini pengelolaan lingkiungan suartu daerah yang menjadi da-

gar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan, Ketiga, ia -
lah perencanaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak
lingkungan yang akan menjadi sebagai akibat suatu proyek

pembangunan yang sedang direncanakan. Ke empat, ialah per-



rencanaan pengelolaan lingkungan yang mengalami Kkerusakan,
baik ka rena alamiah maupun karena tindakan manusia.

Pengelolaan lingkungan yang akhir- akhir ini banyak
mendapat perhatian ialah yang mencakup aspek ke tiga dan
ke empat, yaitu yang untuk rencana proyek pembangunan dan
memperbaiki kerusakan lingkungan, Oleh karena itu peungelo-
Jaan lebih bersifat reaktif, yaitu bereaksi terhadap suatu
perencaanan atau keadaan tertentu, Hal ini memimbulkan ci~
tra yang kurang baik yerhadap pengeloiaan lingkungan yaitu
menjurus pada abggapan bahwa pengelolaan lingkungan mengham=
bat peuwbangunan, |

Bagi bangsa Indonesia, dalam memikirkan sistem penge-
lolaan lingkungan yang setepat- tepatnya, pertama- tama
kita harus melinat ketentuan dala UUD 194b sepagai dasar
‘seiurunh peravuran di Indonesia.

Dalam UUD 194> terseput, terdapat dua ketentuan kong-
t1tusional yang berhubungan aengan sistem pengglolaan
lingkungan, ialah :

a, Pembukaaan UUD 1945, pokok alenia ke ewpat dan,

‘b. Pagar 35 ayat 3 uUD 1945,

Dari Pembukaan UUv 1945 pokok alenlia tersebut, dapatv
1ah dikemukaan adanya tiga hkal prinsipat yang berhubungan
dengan pengeiolaan lingkungan hidup di Ind onesia, yaitu :

1."melindungi segenap bangsa Indionesia", yang dapat
‘diartikah bahwa pengelolaan lingkungan di Indone -



sla harus kearah perlindungan terhadap segenap bang

8a Indonesia

2. Wgeluruh tumpah darah Indonegia%, yang dapat diarti-
kan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia harus

ditujukan pada Wawasan Nusantara :

5. #kesejahteraan umumv, yang dapat diartikan bahwa pe-

ngelolaan lingkungan di Indonesia harus ditujukan

Pada kese jahteraan umum,

Pringip- prinsip tersebut dapatlah ditambahkan bahwa
pengelolaan lingkungan di Indonesia merupakan usaha secara
gadar untuk memelihaba dan memperbaiki seluruh lingkungan
hidup dalem sumber daya inssninya dan hayati demi tercapai-
nya perliindungan segenap bangsa Indonesiay seluruh tumpah
darah Indonesia dan demi kesejahteraan umum,

Hak penguasaan oleh negara, memberikan wewenang pada
negara untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, pe-
nyediaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan
sumber daya alam untuk memelihata dan menjamin kelang-
sungan serta kelestariaanya;

b, menentukan dan mengatur hubungan hukun antara orang=-
orang dan perbuatan~ perbuatan hukum mengenai‘sumber
daya alam, demi untuk melindungi dan menjamin kelang =-

sungan serta kelestarian lingkungan hidup.

Memebicarakan sistem pengelolaan lingkungan hidup

tidaklah terlepas dari kedudukan dan peranan manusianya,



karena manusia mempunyai kedudukan sentral dan sangat stra-
tegis,
Kedudukan manusia yang demikian tersebut dapat dipa -
hami mengingat :
1. Manugia adalah obyék dan sekaligus subyek lingkungan
hidup ;
2+ lanusia adalah perusak dan sekaligus menjadi kawan dan
bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan ;

3. Manusia dari segi pembangunan adalah obyek dan sekali -

gus subyek pembangunan,

Kedudukan yang sentral dan strategis itu menyebabkan
- manusia sebagal insan budaya menjadi pemegang peran utama
dalam pembudayaan mehuju pelestarian keserasian dan kese =
imbangan lingkungnan hidup, karena manusia adalak awal dan
sekaligus akhir terpenting dari segala permasalshan ling -
kukngan .

Untuk itulah maka perlu ditinjau persepal manugsia
terhadap ekosistem. Pada prinsipnya ada dua macam persep-
si manusia terhadap ekosistem, yaitu pandangnan bersgifat
imanen atau noligytik dan panda ngan bersifat transenden,
yang pada akbirnya terjadi pergeseran pandangzn imanen ke

transenden,
a. Pandangan bersifat imanen :
Pandangan bersifat iman en atau holistik unumnya domi -

nan pada magyarakat yang masih tradisional agraris, te-

rutama di pedesaan., Menurut pandangan ini hubungan an -



tara manusia dengan lingkungan sangat terikat erat men-
Jadl satu kemanunggalan yang terjalln dalan hubungan
fungsiomal secara utuh., Pancaran nilai- milai budaya
semacam 1ni, yang memandang manuisia seba gal vagian
integral dari ekosistemnya membuat manusia senantiasa
narus memelihara kelestariannya, keserasian dan keseim~-
bangan dengan semua bagian lain yang hanya merupakan
bagian sub sistem dara eKosistemfltu. Dengan demikian
sosial sistem terpadu da lam ekosistem sebagai total
sistem, lenurut panaangan imanen pemerinaraan kKesera -
slan dalam ekosistem adalah sangat prima, karenanya
salah satu da ri persepri magyarakat tradisional agra-
ris mengenai kebutuhzn dasar manusia, yang terutama
bukanlah kemakmuran material melainkan jauh lebih da-

lam yaitu keserasian dengan lingkungan hidupnya ;

Pandangan bersifat transenden ;
Pada pandangan ini, manumsia mengambil Jjarak dari eko-
sistemnya. Nilai- nilal pandangan ini cenderung baanyak
mempengaruhi masyarekat perkotaan, Manusia memandang
ekogistem merupakan sumber daya tyang dapat dieksploi-
tasi sebesar~ besarnya bagl kepentingannya dengan tidak
memperhitungkan faktor keserasian, Bahkan manusia ber-
P acu menguras sumber daya semak simal wmuagkin tanpa
memperdulikan kelestarian lingkungan hidup., Kebudayaan

yang transendenini memandang sistem gosial terpisah da-

ri ekosistem, dan yang menjadi tujuan yang prima adalah



menge jar kemakmuran material setinggi- tingginya dan

dalam tempo yang sesingkat~ singkatnya.

c. Pergeseran pandangan imanen ke transenden :
Kalau pada pandangan imanen manusia dalam mentranforma-
sikan lingkungannya dapat memberikan kesejahteraan ser=
ta kualitas hidup yang lebih baik kepada seluruh umat
manusia ma ka pada panflangan transenden malah terjadi
gebaliknya. Manusia, karena keterbelakangan dan kemis =
kinannya di satu pihak dan karena penyalahgunaan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya serta kKei -
nginannya y ang tak terbendung untuk berpotla nidup me-
wah di tain pihak; telah menimbutkan banyak kerusakan
lingkungan hidup.

Selanjuvnya dalam hubungannya dengan sistem pengelo. -
laan lingkungan di Indonesia, maka peranan manusia dan
pereepsi terhadap ekosistem harus dikembalikan kepada ma -
syarakat Pancasila yang serba selaras, serasli dan seibang.
Di sini harus dikembangkan perikehidupan manusia dan ma =
syarakat Indonesia yang serba gelarag dalam hubungannya 3
antara manugia dengan sesa ma masnusia, antara manusia de-
ngan masyarakataya, antara manmsia dengan alam lingkungan
dan atara manusia dengan Tuhannya,

Demikianlah ketentuan= ketentuan dasar dalam sistem
pengelolaan lingkungan yang diamanatkan bleh UUD 1945 yang'

harus dipegeng t eguh dan dilaksanakan secara Konsekuen



baik oleh negara, pemerintah maupun oleh warganegara.

Selanjutnya sistem pengelolaan lingkungan yang kita
anut tersebut harus pula tercermin dalam sarana penunjang-
nya yang berupa hukum yaitu hukum lingkungannYa. Dengan
perkataan lain, hukum lingkungan di Indonesia harus respon
terhadap sistem pengelolaaq Lingkungan yang berasaskan Pan-
casiia gebagal alternatir ﬁang telah diambil,

-Hukum lingkungan da Iﬁdonesia harus mampu menetapkan
Ppola hubungan yang aemikiand tersebut harus mampu merumuse-
kan niia i- nital yang aiterima masyarakat, bahkan Jebih
dari pada i1tu hukum lingkungan. di Indonesla harus mampu
mengarahkamnn terciptanya pola hubungan aan niiai-~ nilax
yang dikenhendaxi,

D1 negara kita sebenarnya pengaturan mengenai masalah
tingkungan bukaniah suatu hal baru, ui sini banyak kita
Jumpal peraturan hukum yang beriaxu dan dapat digoiongkan
ke dalam hukum lingkungan itu,

Peraturan~ peraturan hukum tersebut, dapat dipolakan

menjadi dua pola , yaitu

"1, Pola lama ya itu peraturan~ peraturan yang berlaku sebe-

lum berlakunya UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ke-
tentuan Pokok Pengélolaan Lingkungan Hidup..Selanjutnya
pola lama ini dapat doibedakan menjadi dua, yaitu pera-
turah - pe raturan produk sebelum kemerdekaan dan pera-

turan produk setelah kemerdekaan ;
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2. Pola baru yaitu peraturan- peraturan yang berlaku sejak

atau sesudah berlakunya UU No.4 Tahun 1982,

Sebenarnya peraturan- peraturan pola lama pun telah
berusaba mencegah dah mengamankan lingkungan hidup dari
kegiatan manuisa yang dapat menimbulkan bahaya, tetapi da-
lam kenyataannya telah jauh tertinggal oleh kepesatan atau
kemajuan teknologi, sehingga banyak hal yang sebenarnya
mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kesengsaraan umat
manﬁsia tidak diatur dalam peraturan perundang~ undangan
tersebut,

Dalam rangka mendinamisasikan hukum lingkungan sebagai
respon sistem pengelolaan lingkungan yang dinamis sesual
dengan sifat dan dinamika lingkungan yang dinamis, ditetap-
kanlah guatu undang- undang yang meletakkan ketentuan-
ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan
lingkungan hidup di Indoﬁesia. Undang- Undang yang dimake-
gud adalah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1982.

froduk legislatif yang disebutkan itu dapatiah dipan
dang sebagai undang~ undang lingkungan hidup modern yang
gecara bulat dan utuh tuntag mempunyal daya laku yang
cukup lama serta mempunyai komitmen secara moral dan ope-
r asional dengan Pancasiia uvan UUD 1945,

Keadaan yang demikian tersebut, dapatlah dikaji mela-~
lui beberapa p asalnya yang dapat dikatakan telah me netap=
kan hal- hal yang bersirat prinsipal dalam pengelolaan
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dingkungan di Indonesia, bahkan telah berusaha melakukan

perubanan pola tingkah laku masyarakat ke arah terciptanya
lingkungan baru yang dikehendaki,

IV. Kesimpudan,

Terdapat hubungan erat antara sistem pengelolaan linge
kungan dan hukum lingkungan, yaitu bahwa pengaturan sistenm
pengeiblaan lingkungan menjamin kepastian dalam sisitem
pengelolaan lingkungan, Posisgi dan peranan hukum lingkungan
merupakan sarana penunjangnya. |

Sebagal sarana pehnunjang, efektifitasﬁya gkan gelalu
tergantung manugianya termasuk juga persepsinya terhadap
lingkungan hidupnya.

Setelah lahirnya UU No, 4 Tehun 1982, boleh dipandang
telah terjadi gerakan pemutaran kembali ke arah kesadaran
adanya keharusan keseléraaan, keserasian dan kegeimbangan
dengan lingkungan alam, Gerakan demikian tersebut, sejalan
dengan tumbuh dan berkewbangnya kesadaran kembali untuk

tetap merindungi dan memelinara lingkungan hidup.
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